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BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANCAN PENYELENGOARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : & bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penizinen Berusaha di Daerah, Bupati
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Pericinan Berusaha di Daerah kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kebupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mandailing  Natal yang mengubah nomenklatur pada
perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan yang
sebelumnya bemama Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dipandang
perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
Mandeiling Natal Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Pendelegasinn Kewenangan DI Bidang Pelayanan Perzinan
Berusaha Berbasiz Ristko, Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan
Nonperizinan Kepada Kepaln Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing
Natal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan
Perizinan Berusalia Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha
Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing
Natal,
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Paanl 1B ayat (6) Undang-Undnng Dasar Negara Republik
Indonesia Taliun 1945;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Toba Samosir
don  Kabupaten Mandalling Natal (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Indenesin Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomaor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelnyanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ssbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomer 238, Tambahan [embaran Negara Republik
indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusahae di Daemah (
Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5
Tehun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor
Sk
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Menetnplan

12, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nemor 106 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Funpsi serta Tnta Kerjn Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Sotu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Mundailing Natal Tahun 2022 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS  RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA  UNTUK
MENUNJANG KEQIATAN USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA
DAN NONFERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan !
1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah
lainnya sebagal Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

4, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya
disebut DPMPTSP adaloh Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki tugas pokok
menyelenggamakan kegiatan Penanaman Modal dan
Pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten
Mandalling Natal.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayenen Terpadu Saty Pintu Kabupaten Mandailing
Natal.

6. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daermh yang
mengelola perizinan dan non perizinan.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal balk oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan Tugas, Hak,
Kewajiban serta’ Pertanggung jawaban Perizinan dan Non
Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
Pemberi Wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang
jelas.
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20.

. Pelayanon Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat

PTSP adalnh kegiaten pelaksanaan suntu perizinan dan
non perizinan  yang mendapat pendelegasian  atau
pelimpahan wewenang dar lembaga stau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
proses pengolahannyas mulai tahap permchonan sampai
ketnhap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu dan-satu tempat.

Perizinan  adalah  segala  bentuk  persetujuan  yang
dikelunarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerahyang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan merjalalkan
usaha dan kegiatannya, dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan komitmen.

Perizinan Berusaha Tenntegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 0S8
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga 0SS
untuk dan atas nama Menter, Pimpinan Lembaga,
Gubernur atay Bupali/Walikota kepada pelaku usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi,

Lembaga Pengelols dan  Penyelenggara OSS  yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang koordinasi penanaman modal.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Kegiatan usaha pada bidang
tertentu,

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan
berusahe berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan tidak termuat dalam sistem 0SS,

Nomor Induk Berusahn yang selanjutnya disebut NIB
adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan
olehlembaga 0SS setelah pelaku usaha melakukan
pendaftaran.

Sertifiknt Standar adalah Pernyataan dan/atau bukt
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha,

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usahayang wajib
dipenuhi oleh pelakuy wusaha sebelum melaksanakan
kegiatan usahanya.
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21. Surat Pernyatean  Kesanggupan Fﬂ}gululaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam peraturan  perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup.

22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan !.lpa_va
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disinghat
UKL-UPL adalahupaya pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di Bidang Lingkungan Hidup.

23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan
kegintan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan
berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pelaku usaha.

24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selamjutnya
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah non kemenlerian yang
menvelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.

26. Penanaman Modal sdalah penanaman modal sebagaimana
dintur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal,

27. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing
sehapanimana diatur peraturan perundang-undangan di
bidang penanaman modal.

28. Tim Teknis adalah kelompok kerja vang terdiri dari unsur-
unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan
dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima
atau ditolaknya suatu permohonan perizinan,

Bapgian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah ;

a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban,
hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha
Dan Nonperizinan.

b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusahn
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha
dan Nonperizinan,
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Pasal 3

Tujuan Peraturin Bupati ini adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,
Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;

b. penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu;
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB I
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5
(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk
Menunfang Kegiatan Usahn, Perizinan Nonberusaha dan

Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP,

(2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), penyelenggarann pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan
Nonberusaha meliputi:

a. penerimaan dan/atau pemeriksaan berkas
permohonan,

b. penerbitan dokumen Perizinin Berusaha Berbasis
Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha dan Perizinan Nonberusaha;

¢. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha dan Perizinan Nonberusaha;

d. penolakan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha dan Perizinan Nonberusaha.

e. Pencabutan lzin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusaha Untuk Menunjung Kegiatan Usaha
dan Perizinan Nonberusaha,

(3) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,
Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang
didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB [l
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggara PTSP meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
¢. Perizinan Nonberusaha;

d. Nonperizinan

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 7

(1] Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud dalom pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat risike dan peringkat skala kegiatan
usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar,

(2] Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi
terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan
menjaci:

a. Kegiatan usaha dengan tingkal risiko rendah;
b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
¢. Kegintan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

(3) Kegintan usaha dengan tingkat risiko menengah
sebagaimana dimaksud padda ayat (2) huruf b terbagi
aas:

a. Tingkat risiko menengah rendah: dan
b. Tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal B

(1) Perizinan Berusahn untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) hurul a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku
Usaha sekaligus legalitas untuk melnksanakan kegiatan
usaha.

(2) NIB sebagnimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegintan
usaha dengan tingkat Risilko rendah yang dilakukan oleh
UMK, berlaku juga sebagai:

a, Standar Nasional Indonesian (SNl scbagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
dibidang standansasi dan penilaian  kesesuaian;
dan fatau

b, pernyataan jaminan halal sebagalmana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang jaminan
produk halal,
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Pasal 9

(1) Perizinar Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) hurul a, berupa:

a, NIB; dan
b. Sertifikat Standar,

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pemyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OS8S.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakulan
persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan
usaha.

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tinghkat
risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (3) huruf b, berupa:

a. NIB: dan
b. Sertifilkkat Standar

(2] Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan  hasil  verifikasi  pemenuhan  standar
pelaksanaan kegiatan usaha pleh pelaku usaha.

(3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Pelaku Usaha membiat pernyataan melalui
Sistem 0SS5 untuk memenuhi standar pelaksanaan
kegiatan usahn dalam rangka melakukan kegiatan usaha
kesanggupan untuk dilakuken verifikasi oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan
masing-masing.

(4] Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada
Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum
terverifikasi.

[5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada avat [4) menjad| dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melalcukan persinpan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagsimana dimaksud pada ayat (1] huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan berussha
bagl pelaku usaha untuk melakukan kegitan operasional
dan/atay komersial kegintan usaha.

{(7) Dalam hal pelaku usaha:

a. Tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria; dan

g b. Berdasarkan....



[2)

(3

(4]

(3)

(61

b. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan
peraiapan kegiatan usaha dalam janghka waktu 1 [satu)
tnhun sejak NIB terbit, lembaga 0SS membatalkan
Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimnksud pada ayat (4).

Pasal 11

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2]
huruf ¢ berupa:

a. NIB; dan

b. lzin

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan  perseiujuan  Pemerintah @ Pusal  atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
vang walib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksankan kegintan usahanya.

Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi;

a. Kesesuainn kegiatan pemanfnatan ruang;
b. Persetujuan lingkungan ;dan
c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Sebelum memperoleh lgin sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persinpan kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin
schagaimana dimaksud pada ayat [2) merupakan Perizinan
Berusaha bagi Pelaku untuk melakukan kegiatan
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memeriukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar
produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangan masing-masing menerbitkan  sertifikat
Standar usaha dan Sertifikal Standar produk berdasarkan
hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenal jenis pelaksanaan dan
implementesi penizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesusi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem
085.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 13

Perizinan Berusaha untuk menunjang hkegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 7 hurul b,
berupa merupakan perizinan berusaha dalam menunjang
kegiatan usaha.
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(2} Jenis pelaksannan dan implementasi Perizinan Berusaha
Untulk Menunjang Kegintan Usaha sebagaimana dimaksud
padn ayat (1) dilaksanakan sesunl ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistern 0S5,

Hagian Keempat
Perizinan Nonberusaha

Pasal 14

Perizinan Nonberusaha sehagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf ¢, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP
dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, surat keteranpan,
kemudahan pelayanan, fasilitas flskal, informasi, fatwa atau
lninnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai siandar vang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima
Nonperizinan

Pasal 15

Nonperizinan scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d,
merupakan layanan pemberian dokumen dan bukti legalitas
atas sahnys sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang
dalam kemudahan pelayanan dan Informasi éesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 16

(1) Kepala DPMPTSF dalam melaksanakan kewenangannya
dibantu oleh Tim Teknis,

[2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN
Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintal Terkait
yang secara administratil berada pada Perangkat Daerah
yang menugaskan.

(3) Tim Teknis dimaksud pada ayat (1] memiliki kewenangan
untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan
teknis  mengenai  diterima  atau  ditolaknya suatu
permohonan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusah Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan
Perizinan Nonberusaha.

(4) Tim Teknis scbagaimana dimkasud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputiisan Bupati.

10 Bagian Ketujuh ...



Bagian Ketujuh
Rekomendasi Teknis

Pnaal 17

(1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , Perizinan
Berusabha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan. Perizinan
Nonberusaha yang memerlukan rekomendasi  dan
Peranghat Dacrah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait,
rekomendasi diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis
yang bersangkutan.

(2) Rekomendasi sehagaimana dimaksud dalam ayat (1)
melalui penyampaion kepada Kepala Dinas DPMPTSP.

Bagian Kedelapan
Retribusi

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP
tdak dipungut biava.

(2) Perizinan tertentu pada DPMPTSP dikenakan Retribusi
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

{3] DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada syat (2).

Baginn Kesembilan
Pelayanan Secara Elektronik

Fasal 19

(1} Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Perizinan BHerusaha untuk Menunjang Kegiatan
Ussha dan  Perizinan  Nonberusaha  berdasarkan
pendelegaisan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.

(2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan
Perizinan Nonberusaha yang lebih mudsah, cepat, tepat,
efisien, transparan dan akuntabel.

(3] Pelayanan Secara Elektronlk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pelaksanaannya meliputi :

8. Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan
Berusaha  untuk  Menunjang Kegiatan Usaha
menggunakan Sistem OSS8; dan '

b. Pelayaran Perizinan  Nonberusaha menggunakan
Aplikasi SICANTIK.

1 BAB IV ...



BAR IV
PELAPORAN

Pasgal 20

(1) Kepaln DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati
atns  laporan  Penyelengearaan Perizinan  Berusaha di
Daerah kepada Gubernur sehagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memuat:
¢, Jumlnh periginan yang diterbitkan;
d. Rencann don realisasi investasi;
e, Kendala dan solusi.

[3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkaln setinp 3 (tiga) bulan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah.

(2] Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perimnan
Herusaha di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Gubernur
sebagai walkil Pemerintah Pusat di daerah untuk
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
FPENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

Pagal 22

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan
Perizinan Nonberusahs yang terdini dari unsur DPMPTSP
dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan
Perizinan Nonberusaha berhak untuk mendapatkan
pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya
melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(2) andampingan dan bantuan hukum ssbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan
Berusaha Untuk Menunjeng Kegiatan Usaha dan Perizinan
Non Berusaha yang menjadi kewenangan Perangkat
Daerah  Teknis terkait beralih menjadi kewenangan
DPMPTSP; dan

b. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019
tentang Pendelegasinn Wewenang Di Bidang Pelayanan
Perizinan Dan  Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu  Kabupaten Mandailing Natal, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

13 Pasal 24 ....




Pasnl 29

Peraturan Bupali  ini mulai  berlaku  padn  tnppgal
diundangkan.

Agnr  setiap  ornng  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempntannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungin
pada tanggal 12 Apnil 2023

BUPATI MANDAILING NATAL,

Dio

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
Dto

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 12
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL SO .
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING
NATAL

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA
DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEFALA DPMPTSP

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJIANG KEGIATAN USAHA

NO SEKTOR

_ JENIS PERIZINAN BERUSAHA

1.

FERTANIAN, KEHUTANAN DAN
PERIKANAN

SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN B NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
DALAM SISTEM DI OSS RBA

INDUSTRI PENGOLAHAN

AMAS DAN UDARA
DINGIN

SESUAI KEWENANGAN BEUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
DALAM SISTEM DI OS5 RBA

E SISTEM DI OS5 RBA

EATMENT AIR, TREATMENT AlIR
LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN
MATERIAL SAMPAHM, DAN AKTIVITAS

EMEDIASI

mmE._:msmﬁzﬁzm_._updmmmu:mmmﬁz.u1zc.m,_izczuﬂ_lm.pzizﬂmmnpﬁcz
LAM SISTEM DI OSS RBA

PERDACGANGAN BESAR DAN ECERAN;
ARASI DAN PERAWATAN MOBIL

N SEPEDA MOTOR

SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO, 5 TAHUN 2027 DAN YANG TERCANTUM
DALAM SISTEM DI 0SS R8A

PEMGADAAN LISTRIK, GAS, UAPIAIR SESUAI KEWENANGAN BUPATT BERDASARFAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM

SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
DALAM SISTEMBIOSSRBA

Ly |

ENYEDIAAN AKOMODASI DAN
ENYEDIAAN MAKAN

mmzﬁhzmxc._.hz DAN PERGUDANGAN
- ﬁ..__z_.__s

SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
DALAM SISTEM DI OSS RBA




2=

_

INFORMAS| DAN KOMUNIKASI ESUA| KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
ALAM SISTEM DI CSE RBA

}_.ﬂE_L_.hmImEZEZUIthCEZE Wmﬂr—b_ xhﬁmﬁzmbzgm}jmmmnrmhmﬁz_uﬁznm._.hIEZuumqn__u.Z._.}zm.ﬂ.mmﬂ%:E
ALAM SISTEM DI 0SS RBA

REAL ESTAT ESUAI KENENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO, 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM

i LAM SISTEM DI 0SS RBA
4. PKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAHDAN — SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP ND. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
*_[TEKNIS DALAM SISTEMDIOSSRBA
IVITAS PENYEWAAN DAN SEWA mczkmmmc__ﬂ KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO, 5 TAMUN 2021 DAN YANG TERCANTUM

12, USAHA TANPA HAK OPSI, DALAM SISTEM DI 0SS RBA

KETENAGAKERJAAN, |

AOMINISTRAST PEMERINTAMAN, SESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO, 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
13.  PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL n__p;___.___ SISTEM DN OS5 RBA

WAIB

PENDIDIKAN mmm:a KEWENANGAN BUPAT| BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM

4.

DALAM SISTEM DI DSS RBA

15,

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN  SESUAI REWENANGAN BUPAT] BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
AKTIVITAS SDSIAL DALAM SISTEM DI OSS RBA

16 _:hmmﬂ_u_rz. HIBURAN DAN REKREAS! ESUAI KEWENANGAN BUPAT! BERDASARKAN PP NG, 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
. _ ALAM SISTEM DI 0SS RBA .
AKTIVITAS JASA LAINNYA ESUAI KEWENANGAN BUPAT] BERDASARKAN PP NO. 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM

7

| M SISTEM DI OSS RBA

18.

ESUAI KEWENANGAN BUPATI BERDASARKAN PP NO., 5 TAHUN 2021 DAN YANG TERCANTUM
LAM SISTEM DI CSS RBA

_.".*._E._.bmmc_hh.l.ﬂ.pz_mmhmmmhmr._
EMBERI KERJA: AKTIVITAS YANG
ENGHASILKAN




8. PERIZINANNON BERUSAHA

NO

SEKTOR

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1.

PETERNAKAN

 SURAT IZIN PRAKTER DOKTER HEWAN (SIP-DRH)

2 SURAT IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER (SIPP-JMV)

PUPR

1. IZIN REKLAME

5 171N PEMARAIAN TANAH NEGARA ATAL IRIGAS

3. IZIN PERUBAHAN ALIRAN

4. IZIN PEMAKAIAN JALAN KABUFATEN

KESEHATAN

1. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (SiP-ATLM)

2. SURAT ZIN PRAKTEK ELEK TROMEDIS (SIP-E)

3. SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

ﬁ. IZIN TUKANG GIGI

_m_ SURAT 1ZIN PRAKTEK AKUPUNTER TERAPIS (SIF-AT)

B. SIP/SIK BIDAN

7, SIP I SIK PERAWAT

_5IK PERAWAT GIG

W, SIK TENAGA GIZ!

10. SIK RADICGRAFER

11. SIK FISIOTERAPI

12. SIK/SIP FEREKAM MEDIS

13, SIK SANITARIAN

___._. SIK TERAPIS WICARA




4-

SEKTOR

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

15. SIK PROMOTOR KESEHATAN

18, SIP POTOMETRIS

17. SIFISIK PSIKOLOG KLINIS

18. SIPISIK ANALIS MEDIS

19. SIP AKUPLUNTUR TERAPIS

20. SIP FENGOBAT TRADISIONAL

21, SIK, PERAWAT ANESTESI

22. SIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

23, SIP TENAGA KESEHATAN TRADISIO JAMU

4. SIK OKUPASI TERAPIG

25, 5P DOKTER SIKAKM

s

LINGKUNGAN SLO SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN FENCEMARAN LINGKUNGAN
SOSIAL 1. ZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
. IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN KURSUS DAN PELATIHAN NDIAN
ERHADIAH
PENDIDIKAN PAUD
PKBM - PAKET A.B.C
S0
SMP

m._u_z OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT




C. NON PERIZINAN

NO URUSAN JENIS NON BERUSAHA NON KBL!
1. PUPR SERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
PERSE TUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBEG)
D. NON PERIZINAN
NO URUSAN _ JENIS NON PERIZINAN
1. KEBUDAYAAN 1, NOMOR INDUK KESENIAN
2.  LAIN-LAIN 3 [EGALISIR IZIN
BUPATI MANDAILING NATAL,
Dito

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION




